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ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan ditua.ngkan dalam Road Map
Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima] tahun sekali oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan
dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019;

Bahwa dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi
yang telah dimulai sejak tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan reward
berupa pemberian Tunjangan Kinerja (tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk
menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu
dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
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